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BAB I
PENUTUP
A. Simpulan
1. Legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik tidak dapat ditentukan
menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI1/2009 Tentang Uang
Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI1/2010 Tentang
Pedagang Valuta Asing. Syarat utama pedagang uang elektronik untuk
melakukan kegiatan perdagangan uang elektronik , yaitu izin dari Bank
Indonesia tidak dapat terpenuhi karena ada unsur asing dalam aktivitas
perdagangan uang elektronik. Obyek perdagangan uang elektronik yang
dilakukan oleh pedagang uang elektronik di Indonesia merupakan uang
elektronik yang diterbitkan oleh subyek hukum asing, yaitu penerbit uang
elektronik yang berasal dari luar Indonesia. Uang elektronik asing dan penerbit
uang elektronik asing ini tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik maupun Peraturan Bank Indonesia

Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing.

2. Transaksi perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang
elektronik tidak bisa didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik karena obyek yang diperdagangkan
berbeda. Transaksi perdagangan uang elektronik diklasifikasikan sebagai
transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor
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82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pilihan forum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa jual-beli uang
elektronik adalah menggunakan jalur non-litigasi karena jika menggunakan

jalur litigasi akan menyulitkan hakim dalam menyusun keputusan.

B. Saran

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI1/2009 Tentang Uang Elektronik
harus diamandemen dengan penambahan pengertian uang elektronik asing
sehingga perdagangan uang elektronik yang dilakukan oleh pedagang uang

elektronik mendapatkan kepastian hukum.

2. Penegak hukum di Indonesia harus memahami konsep uang elektronik yang
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI1/2009 Tentang Uang
Elektronik. Kekosongan hukum yang terjadi dalam aktivitas perdagangan uang
elektronik harus menjadi catatan penting dalam penyelesaian sengketa jual-beli
uang elektronik sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang

terlibat dalam sengketa jual-beli uang elektronik.
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